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Detail Proposal

1. Ringkasan

LAKTASI merupakan sistem layanan publik yang melibatkan beberapa instansi dan lembaga
kemasyarakatan dalam pengurusan administrasi yang menjadi kewenangan kecamatan melalui
media elektronik. LAKTASI meliputi layanan penerbitan Akta Kelahiran melalui puskesmas dan
tempat praktek bidan mandiri, penerbitan KK baru bagi warga yang belum menikah melaui Kantor
Urusan Agama, penerbitan E-KTP melalui SMA, penerbitan KIA melalui SD dan SMP, penerbitan
Akta Kematian melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan dan mutasi SPPT melalui BPKPD (Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah). Layanan LAKTASI memudahkan masyarakat dalam
memperoleh dokumen kependudukan dan pertanahan.

Link https://drive.google.com/file/d/160RpHCNpCBYn6fWP_7qb8 yWIsakjgTU/view?usp=share link

2. Ide Inovatif

A. LATAR BELAKANG Dalam rangka mempercepat dan memudahkan layanan administrasi
kependudukan dan penerbitan SPPT di Kantor Kecamatan Tempe. Inovasi ini muncul karena
sehubungan dengan masih banyak warga yang belum memiliki dokumen kependudukan dan tertib
administrasi kepemilikan tanah karena kurangnya pengetahuan dan rumitnya akses dalam
memperoleh layanan administrasi kependukan dan penerbitan SPPT. Layanan LAKTASI (Layanan
Administrasi Kecamatan Terintegrasi) meliputi : « Layanan penerbitan KK baru bagi warga yang
baru menikah ¢ Layanan perubahan status e-KTP bagi warga yang baru menikah ¢ Layanan akta
kelahiran bagi warga yang melahirkan di Puskemas dan Praktek Bidan Mandiri * Layanan KIA
(Kartu Identitas Anak) bagi siswa SD ¢ Layanan perekaman e-KTP bagi siswa SMA ¢ Layanan
percepatan mutasi SPPT Sebelum adanya inovasi, untuk mendapatkan semua layanan yang tersebut
di atas, warga membutuhkan waktu yang lama mulai dari pengurusan berkas di tingkat RT, RW,
Kelurahan dan Kecamatan sampai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di BPKPD untuk
layanan penerbitan mutasi SPPT secara konvensional. B. NILAI KEBARUAN Laktasi merupakan
sistem layanan publik yang melibatkan beberapa instansi dan lembaga kemasyarakatan dalam
pengurusan administrasi yang menjadi kewenangan kecamatan melalui media elektronik. -
Puskesmas dan Praktrek Bidan Mandiri yang akan berperan dan memberikan fungsi dan
kewenangan untuk mengusulkan Penerbitan Akte Kelahiran dan KK baru setiap kelahiran yang
terjadi ditempatnya. - Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di
kecamatan diberikan fungsi dan kewenangan untuk mengusulkan penerbitan KK baru serta KTP
baru bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan - Lembaga Pendidikan seperti SMA/MA dan
sederajat memiliki peran dan fungsi untuk mengusulkan data siswa secara periodik ke kantor
kecamatan untuk diterbitkan KTP bagi yang telah memenuhi syarat. - SMP/MTs dan SD/MI juga
diberikan kewenangan untuk melakukan pelaporan dan pengusulan penerbitan KIA, bagi murid dan
pelajar yang ada di sekolahnya secara periodik. - Imam kelurahan bersama Imam Lingkungan yang
memiliki peran dalam mengurus atau melakukan pemulasaran jenazah bagi warga yang meninggal
juga diberikan kewenangan untuk mengusulkan penerbitan akte kematian dan KK baru bagi warga
yang meninggal di wilayahnya. - BPKPD memberikan kewenangan kepada camat untuk layanan


https://drive.google.com/drive/folders/1cAwzzUKV_yV3WfOj13sblCWQkj1R3Tg0?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/160RpHCNpCBYn6fWP_7qb8_yWIsakjgTU/view?usp=share_link

usulan mutasi SPPT dan penerbitan melalui aplikasi. C. SASARAN INOVASI Warga yang
membutuhkan layanan administrasi kependudukan dan layanan mutasi SPPT (Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang). D. TUJUAN INOVASI 1) Memberikan kemudahan terhadap masyarakat/ahli waris
dalam memperoleh Akta Kematian Akta Kelahiran, KIA, KK baru dan perubahan status pada E-KTP
bagi warga yang sudah menikah, serta percepatan penerbitan SPPT. 2) Mendukung program
Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan “GISA”. 3) Meningkatkan penerimaan PBB
(Pajak Bumi dan Bangunan). E. MANFAAT 1) Masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan
administrasi kependudukan dan mutasi SPPT. 2) Meningkatkan penerimaan daerah dari Pajak Bumi
dan Bangunan.

Link https://drive.google.com/file/d/160RpHCNpCBYn6fWP_7qb8 yWIsakjgTU/view?usp=share link

3. Signifikansi

Sebelum adanya inovasi, untuk mendapatkan semua layanan yang tersebut di atas, warga
membutuhkan waktu yang lama mulai dari pengurusan berkas di tingkat RT, RW, Kelurahan dan
Kecamatan sampai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di BPKPD untuk layanan
penerbitan mutasi SPPT secara konvensional. Namun, setelah diterapkannya inovasi ini : 1)
Masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan administrasi kependudukan dan mutasi SPPT.
2) Meningkatkan penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Link https://drive.google.com/file/d/160RpHCNpCBYn6fWP 7qb8 yWIlsakjgTU/view?usp=share link

4. Konstribusi Terhadap Capaian TPB

1) Memberikan kemudahan terhadap masyarakat/ahli waris dalam memperoleh Akta Kematian Akta
Kelahiran, KIA, KK baru dan perubahan status pada E-KTP bagi warga yang sudah menikah, serta
percepatan penerbitan SPPT. 2) Mendukung program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi
Kependudukan “GISA”. 3) Meningkatkan penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Link

https://docs.google.com/document/d/121RCBJnac6-5cKE_EJWA8RmkijysLNN2/edit?usp=share link&
ouid=117023010718886524335&rtpof=true&sd=true

5. Adaptabilitas

LAKTASI (Layanan Administrasi Kecamatan Terintegrasi) yang telah diimplementasikan oleh Kantor
Kecamatan Tempe memiliki potensi untuk direplikasi oleh Kecamatan lainnya. Inovasi ini melibatkan
seluruh perangkat atau lembaga resmi yang tersedia di wilayah kecamatan lain. Seperti pelibatan
puskesmas dan tempat praktek bidan mandiri, penerbitan KK baru bagi warga yang belum menikah
melaui Kantor Urusan Agama, penerbitan E-KTP melalui SMA, penerbitan KIA melalui SD dan SMP,
penerbitan Akta Kematian melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan dan mutasi SPPT melalui
BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah).

Link https://drive.google.com/file/d/160RpHCNpCBYn6fWP_7gb8 yWIsakjgTU/view?usp=share link

6. Keberlanjutan

Sumber daya keuangan/pendanaan inovasi ini bersumber dari DPA SKPD Kantor Kecamatan Tempe.
Implementasi Inovasi LAKTASI dilaksanakan oleh Tim Kerja dan melibatkan stakholder eksternal
seperti Admin Akta Kelahiran dari Puskesmas, Admin KK dari KUA, Admin KIA di SD/SMP, Admin
Akta Kematian di kelurahan, admin Mutasi SPPT di BPKPD. Agar inovasi ini terus berlanjut,
diperlukan adanya rapat monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan Tim Kerja
inovasi dan stakeholder eksternal.

Link https://drive.google.com/file/d/160RpHCNpCBYn6fWP_7qb8 yWIlsakjgTU/view?usp=share link

7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Laktasi merupakan sistem layanan publik yang melibatkan beberapa instansi dan lembaga
kemasyarakatan dalam pengurusan administrasi yang menjadi kewenangan kecamatan melalui
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media elektronik. - Puskesmas dan Praktrek Bidan Mandiri yang akan berperan dan memberikan
fungsi dan kewenangan untuk mengusulkan Penerbitan Akte Kelahiran dan KK baru setiap kelahiran
yang terjadi ditempatnya. - Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di
kecamatan diberikan fungsi dan kewenangan untuk mengusulkan penerbitan KK baru serta KTP
baru bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan - Lembaga Pendidikan seperti SMA/MA dan
sederajat memiliki peran dan fungsi untuk mengusulkan data siswa secara periodik ke kantor
kecamatan untuk diterbitkan KTP bagi yang telah memenuhi syarat. - SMP/MTs dan SD/MI juga
diberikan kewenangan untuk melakukan pelaporan dan pengusulan penerbitan KIA, bagi murid dan
pelajar yang ada di sekolahnya secara periodik. - Imam kelurahan bersama Imam Lingkungan yang
memiliki peran dalam mengurus atau melakukan pemulasaran jenazah bagi warga yang meninggal
juga diberikan kewenangan untuk mengusulkan penerbitan akte kematian dan KK baru bagi warga
yang meninggal di wilayahnya. - BPKPD memberikan kewenangan kepada camat untuk layanan
usulan mutasi SPPT dan penerbitan melalui aplikasi.

Link https://drive.google.com/file/d/160RpHCNpCBYn6fWP 7gb8 yWIsakjgTU/view?usp=share link
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